BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS)

dalam dua pokok perkara di atas merupakan bagian dari kesengajaan sebagai maksud untuk
mencapai suatu tujuan yang langsung, yaitu baik yang dilakukan tersangka RB maupun IM
dimana keduanya telah melakukan kejahatan berupa penggelapan dengan motif yang berbeda-
beda.
Salah satu penyebab Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) melakukan tindak pidana penggelapan
adalah karena tuntutan gaya hidup yang telalu tinggi, faktor kebutuhan keluarga yang semakin
meningkat dan untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri. Fakta adanya tindak
pidana yang melibatkan oknum Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut,
sangat kontras mengingat Pegawai Negeri Sipil yang notabene menjadi contoh yang baik
sebagai aparatur sipil negara malah mencoreng dan merusak citra institusinya. Pegawai Negeri
Sipil seharusnya memiliki peran dan andil yang besar dalam upaya untuk membendung dan
menekan tindakan kejahatan apapun, termasuk tindak pidana penggelapan.

2. Upaya yang dilakukan oleh pihak Polda Gorontalo dalam menanggulangi tindak pidana
Penggelapan yang dilakukan dengan upaya pencegahan seperti melakukan penyuluhan hukum
kepada masyarakat, melakukan patroli atau pengawasan terhadap warga masyarakat. Selain
menggunakan upaya pencegahan, pihak kepolisian Polda Gorontalo dalam menanggulangi
tindak pidana Penggelapan oleh PNS juga menggunakan upaya penanggulangan, seperti
informasi dari masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, penyergapan dan memberikan
hukuman atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku oknum PNS yang melakukan

perbuatan pidana yakni penggelapan.



5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran

terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak

yang bersangkutan, yaitu :

1.

Fakta adanya tindak pidana yang melibatkan oknum Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil

Negara (ASN), sejatinya tidak perlu terjadi. Oleh karena itu peneliti menyarankan:

a.

Perlu adanya pembinaan secara kontinyu oleh pimpinan di masing-masing lembaga
kepegawaian, agar Aparatur Sipil Negara mampu menjaga harkat, martabat dan harga diri
institusi.

Penghayatan terhadap norma, etika dan moralitas perlu ditingkatkan, agar Aparatur Sipil
Negara tidak terjebak pada perbuatan baik merugikan diri sendiri, keluarga maupun nama
besar institusi kepegawaian.

Perlu adanya sanksi tegas terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) yang

melakukan kejahatan.

Dari faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan yang

dilakukan oknum PNS, peneliti menyarankan:

a.

Agar aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan pencegahan dan
penanggulangan secara serius dan terpadu, serta melibatkan instansi terkait khususnya
masyarakat.

Diharapkan kepada para pimpinan aparat penegak hukum untuk menindak tegas
anggotanya apabila terbukti terlibat atau menjadi bagian dari kejahatan yang melibatkan
unsur aparat pemerintah.

Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar senantiasa melakukan pengawasan/

operasi khusus secara rutin untuk mengungkap dan menindak para pelaku kejahatan.
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